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BUPATI LEBONG 
PROVINSI BENGKULU 

;·PERA'ruRAN BUPATI LEBONO 
NOMOR 20 TAHUN;2023 

TENTANO · 

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARi RAYA 
DAN GA.JI- KE11GA BELAS YANG BERSUMBER DARI 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

DENOAN RAHMAT nJHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LEBONO, · 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) 
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Te.bun 2023 tentang 
Pemberian Tunjangan Harl Raya dan Oaji Ketiga Betas 
kepada Aparatur Negara, Pen.siunan, Penerima. Pen~un, 
dan .Penerima Tunjangan Tahun 2023, perlu menetapkan 
Penituran Bupati tentang "Telmis Pembeiian Tunjangan 

. Harf Raya dan Oaji Ketiga Belas yang: Bersumber · dari 
i\nggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

• 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lemba.ran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan 
Le~baran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 

2. {!ndang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang 
pembentukan Kabupat.en · Lebong ·den Kabupaten 
Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4349); 

3. Undang-Undang Nomor '12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangs.n 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 1 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6801); 
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4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Undang-Undang Nonior 23 Tahun 2014 tentang 
Pem rintahan Da rah (Lembaran Negara Republic 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan 
Lembaran Negara RepubUk Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pem rintahan Da rah (Lembaran Negara Republlk 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik lndone la Nomor 6757); 

Undang-Undang Nomor 1 Te.bun 2022 tentang 
Hubungai1 Keuangan Antara Pemerintah Pusat d~ 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

Peraturan Pemerlntah Nomor 7 Tahun 1977 tentang 
Pengaturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, 
Tam.bah.an Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3098), sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 
Taliun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang 
Pengaturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43); 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 5887) 
sebagaimana telah diubah dengan Peratu~ 
Pemerintah Nomor Nomor 72 Tahun 2019 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 
Tambahan Lembaran Negara Republilc Indones~ 
Nomor 6402); 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Neg 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahara 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nom~r 6322); an 

Peratu~ Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentan 
Pembenan Tunjangan Harl Raya dan Gaji Ketiga Bela: 
Kep~ Aparatur ~egara, \ensiunan, Penerima 
Pens1un, dan Penenma TunJangan Tahun 2023 
(Lembanm Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 40, Tambahan Lembaran N . 
Indonesia Nomor 6855); egara Republilc 
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Meneta.pkan 

10. Peraturan Menterl Dalarn Negerl Nomor 105 Tahun 
2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban 
Keuangan Oaerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022); 

11. Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
2036), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menterl Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentan~ 
Perubahan Atas Peraturen Menteri Dalam Negen 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara Republilc Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 77 Tahun 
2020 Tenta.ng Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Berita Negara. Repu blilc Indonesia Nomor 
1781); 

13. Peraturan Daerah Ka bu paten Lebong Nomor 10 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Lebong Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana tel.ah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong 
Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Le bong Nomor 10 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
LebongTahun 2021 Nomor 1); 

14. Peraturan Bupati Lebong Nomor 36 Tahun 2016 
tenta.ng Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat 
Daerah Kabupaten Lebong, sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Bupati Lebong_ Nomor 52 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Lebong 
Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi 
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebong; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 
2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lebong Tahun 2022 Nomor 3). 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPA'Il TENTANG TEKNIS PEMBERIAN 
TUNJANGAN HARi RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG 
BERSUMBE;R DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BEL.ANJA DAERAH. 
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/. 
BABI 

l<ETENTUAN UMUM 

Pasall 

Dalam Peraturan Daera.h ini yang dimaksud dengan: 

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan 

urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan 

Dewan P rwakilan Rakyat Daerah menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 

otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip 

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi 

syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil 

Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina 

Kepegawaian untuk menduduki jabatan 

pemerintahan. 
3. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati. 

4. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang 

selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Anggota 

DPRD Kabupaten dan Anggota DPRD Kabupaten. 

5. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut 

CPNS adalah Pegawai yang baru ~ulus tes seleksi 

penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap 

pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum 

mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat 

sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100 %. 

6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang 

selanjutnya disebut PPPK adalah warga Negara 

Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang 

diangkat berdasarkan perjanjian kerja untukjangka 

waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas 

pemerintahan. 
7. Harl Raya adalah Harl Raya Idul Fitri. 

BAB II 
PEMBERIAN TUNJANGAN HARi RAYA 

DAN GAJI KETIGA BELAS 

BagianKesatu 
Umum 

Pasal2 

(1) Pejabat Negara, PNS dan Calon PNS, Anggota DPRD 

Pimpinan Badan LayananUmum Daerah Pegawa.i 

Non Pegawai Aparatur Sipil Negara pada ~erangkat 

daerah yang menerapkan pola pengelolaan 

keuangan Badan Layanan Umum Daerah serta PPPK 

diberikan Tunjangan Harl Raya dan Oaji Ketiga 
Belas. 

BAGIAN 
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(2) PNS aebagalman dlmak ud pada ~ t (1) meliputi 
PNS dalam jab tan: tara 
a. Pimpinnn Tin l tau dalam Jabatan 

jabatan Pimplnan Tinaf; 
I dalam J yang aetara b. dmln tm or u 

jaba Adm ntatra or; 
c. Pen was atau dalam Jabatan Y I aetar 

jabatan Pengawa i 
d. Fungaional Utama; 
e. Fungsional Ahlf Mady ; 

Fungs onal Ahlf Muda; 
g. Fungslonal Ahli P rtama; 
h. Fungalonal Penyella; 
i. Fungaional Mahlr; 
j . Fungsional Terarnpil; 
k. Fungsional Pemula; 
l. Pelakaana; dan 
m. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Perundang-Undangan. 
(3) Tunjangan Harl Raya tidak diberlkan kepada PNS: 

a. Sedang cuti diluar tanggungan ne~; atau . 
b. Sedang ditugaskan di luar Instanm Pem~tah 

baik di dalain negeri maupun diluar negen yang 
gajinya dibayar oleh Instansi tempat penugasan. 

Bagian Kedua 
Pemberian Tunjangan Harl Raya 

Pasa13, 

(1) Tunjangan Hari Raya bagi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasa.l 2 ayat (1) yaitu sebesar pengbasilan 1 
(satu) bulan dan Tunjangan Kinerja sebesar 50 % 
(lim.a puluh persen). 

(2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) 
bulan sebelum bulan Harl Raya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar 
penghasilan yang seharusnya diterlma karena 
berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan 
tetap djberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari 
Raya. 

(3) Penghaailan ebagaimana pada ayat ( 1) diberikan 
bagf Pejabat Negara, PNS dan PPPK meliputi: 
a. Gaji pokok; 
b. Tunjangan keluarga; 
c. Tunjangan pangan; 
d. Tunjangan Jabatan atau tunjangan umum; dan 
e. Tambahan penghasilan paling banyak 50% (lima 

puluh persen) yang diterima dalam 1 (satu) 
bulan. dengan m mperhatikan kemampuan 
kapaS1ta fiskal daerah dan sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 
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(4) Penghasilan bagaimana pada ayat (1) diberikan 

bagi CPNS meliputi: 

a. 80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok 

PNS; 
b. Tunjangan keluarga; 

c. Tunjangan pangan; 
d. Tunjangan jabatan dan tunjangan um um; dan 

e. Tambahan penghasilan paling banyak 50% (lima 

puluh persen) dengan memperha.tikan 

kemampuan kapasitas fiskal Daerah dan sesuai 

ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. 

(5) Dalam ha) Guru yang gaji pokoknya bersumb r dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak 

menerima tambahan penghasilan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) huruf e, dapat diberikan 

paling banyak 500/4 (lima puluh persen) tunjangan 

profesi guru atau paling banyak 500/4 (lima puluh 

persen) tambahan penghasilan Guru Aparatur Sipil 

Negara yang diterima daJam 1 {satu) bulan. 

(6) Tunjangan Harl Raya bagi Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, paling banyak 

sebesar akumulasi dari Uang Representasi, 

Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Jaba.tan 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakitan Rakyat 

Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang mengatur bak keuangan 

dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Pcrwakilan Rakyat Daerah. 

(7) Tunjangan Harl Raya bagi Pimpinan Badan Layanan 

Umum Daerah dan Pegawai Non Pega.wai Aparatur 

Sipil Negara pada perangkat daerah yang 

menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan 

Layanan Unium Daerah paling banyak sebesar 

Tunjangan Harl Raya dan Gaji Ketiga Belas yang 

diberikan kepada PNS pada Badan Layanan 

Umum/Badan Layanan Umum Daerah tersebut 

yang pangkat, peringkat jabatan atau kelas 

jabatannya setara. 

Bagian Ketiga 
Pemberian Gaji Ketiga Belas 

Pasa14 

Pene~, Komponen clan besaran Gaji Ketiga Belas 

seb~aunana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara 

muatis muta.ndis dengan pemberlan Tunjangan Harl 

Raya. 
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BABm 
PEMBAYARAN 

Pasa15 

(1) Tunjangan Harl Raya ebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari 

kerja sebelum tanggal Harl Raya. 

(2) Dalam hal Tunjangan Harl Raya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, 

Tunjangan Harl Raya dapat dibayarkan setelah 

tanggal Harl Raya. 
(3) Besa.ran tunjangan Hari Raya yang dibayarkan 

sebagaimana climaksud pada ayat (1) didasarkan 

pada besaran komponen penghasilan yang 

dibayarkan pada bulan Maret Tahun 2023. 

(4) Gaji ketiga betas sebagaimana dfmaksud dalam 

Pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni 

Tahun2023. 
{S) Dalam hal gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) belum Capat dibayarkan, gaji ketiga 

belas dapat dibayarkan setelah bulanJuni Tahun 

2023. 
(6) Besaran gaji ketiga beJas yang dibayarkan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan 

pada besaran komponen penghasilan yang 

dibayarkan pada bulan Mei Tahun 2023. 

BABIV 
PENDANAAN 

Pasal6 

Pendanaan pemberian tunjangan harl re.ya dan gaji ketiga 

belas dapat bersumber dari: 

a. Anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan 

b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat. 

BABV 
KETENTUANPENUTUP 

Pasa17 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan 

Bu~ti Lebong Nomor 16 Tahun 2022 tentang' Pember:ian 

TunJangaz:i H~ Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Aparatur 

Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Lebong Tahun Anggaran 2022, dicabut dan ·dinyatakan 

tidalc berlaku. 
. 
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Pasal 8 

Peraturan Bupati ini muJai berlak:u pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dslsm Lembaran Daerah Kabupaten 

Lebong. 

Ditetapkan di Tubei 
pada tanggal 3 April 2023 

t BUPATI LEBONGf 

__._... 
KOPLI ANSORI 

Diundangkan di Tubei 
pada tanggal 3 April 2023 

ARIS DAERAH 
EBONG, 

H. MUSTARANI 

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2023 NOMOR 20 

PEMERINTAH KABUPATEN lEBONG 

BAGIAN HUKUM 

Y -
PENEI.AAH PRO0UK HUKUM 

KABUPATEN lEBONG 
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